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Maraknya isu perlindungan data pribadi yang dipengaruhi oleh kemajuan 
teknologi Informasi dan Komunikasi yang berbasis online. Selain memberikan 
pengaruh yang positif, pesatnya kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi 
ini membawa dampak negatif, antara lain terjadinya penyalahgunaan data pribadi. 
Dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat 
mengenai pentingnya data pribadi miliknya.  
Penelitian ini dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Menteri Nomor 20 
Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. 
Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi 
Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Lamongan serta untuk mengetahui faktor kendala yang dihadapi 
dalam implementasi Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016. Penelitian 
dilakukan menggunakan metode studi kasus yang berupa wawancara secara 
langsung dengan tujuan untuk memperoleh data primer dan penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kepustakaan.  
Hasil penelitian ini mengacu pada perlindungan data pribadi yang terdapat 
dalam Pasal 3 Peraruran Menteri Nomor 20 Tahun 2016 yaitu melalui proses 
perolehan dan pengumpulan data, pengolahan dan penganalisisan data, 
penyimpanan data, pengaksesan data dan pemusnahan data. Implikasi penelitian 
ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2016 
di Kabupaten Lamongan masih terbilang sangat rendah. Dari empat faktor, hanya 
 
 
faktor sumber-sumber yang cukup mendukung, sedangkan faktor komunikasi, 
faktor kecenderungan dan faktor struktur birokrasi tidak mendukung implementasi 
secara maksimal. 
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The rise of the issue of personal data protection is influenced by advances in 
online-based Information and Communication technology. In addition to 
providing a positive impact, the rapid advancement of Information and 
Communication technology has a negative impact, including the misuse of 
personal data. Due to the low level of public awareness and knowledge about the 
importance of their personal data. 
This research is motivated by the issuance of Ministerial Regulation 
Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data in Electronic Systems. 
This study aims to find out how the implementation of Ministerial Regulation 
Number 20 of 2016 in the Population and Civil Registration Office of Lamongan 
Regency and to find out the obstacles faced in the implementation of Ministerial 
Regulation Number 20 of 2016. The research was conducted using a case study 
method in the form of direct interviews with the purpose of obtaining primary 
data and this research using library research methods. 
The results of this study refer to the protection of personal data contained in 
Article 3 of the Ministerial Regulation Number 20 of 2016 namely through the 
process of data acquisition and collection, data processing and analysis, data 
storage, data access and data destruction. The implication of this research shows 
that the implementation of Ministerial Regulation Number 20 of 2016 in 
 
 
Lamongan Regency is still very low. Of the four factors, only the factors of 
sources are quite supportive, while the communication factor, the tendency factor 
and the bureaucratic structure factor do not support the maximum implementation. 
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